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ABSTRAK 

ANALISIS PERALlliAN BENTUK ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN 
MENJADI BAD AN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUP ATEN KARIMUN 

Tria Wahyuni Illahi 
tia.3peri@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Deugau dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang 
organisasi perangkat daerah dan disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 
tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah 
diwaj ibkan untuk melakukan revitalisasi organisasi kepemerintahannya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang perubahan organisasi yang 
terjadi pada Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah di Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya peraturan 
tersebut. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif dengan tipe studi 
kasus, dengan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik 
triangulasi, analisia data bersifat induktif. Dengan jumlah informan berjumlah 49 
orang yang terdiri dari pegawai yang bekerja di Bagian Umum Sekretariat 
Kabupaten Karimun, Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Tatalaksana 
Kabupaten Karimun dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi A DPRD 
Kabupaten Karimun. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu : dalam analisa 
perubahan bentuk organisasi Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah, penulis berpedoman pada tata cara perubahan 
organisasi yaitu Unfreeze, memeriksa status quo, meningkatkan kekuatan 
pendorong dalam melakukan perubahan organisasi, menurunkan resiko yang 
terjadi. Kemudian Movement, mengambil tindakan, melakukan proses perubahan 
organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu, melibatkan orang orang. Dan 
Membekukan kembali (Refreeze), membuat perubahan yang telah dijalankan 
menjadi permanen, membangun cara baru berpikir dan memberikan reward dari 
basil perubahan organisasi yang diinginkan. Implikasi yang mungkin terjadi 
adalah pengambilan keputusan terpusat kepada satu orang, rentang kendali 
semakin luas dan Iebar, pimpinan lembaga dituntut orang yang mempunyai 
kemampuan manajerial yang lebih, mempunyai daya tahan fisik dan emosional 
yang bagus, menggabungkan dua lembaga membawa konsekuensi bergabungnya 
dua kultur yang berbeda, berpotensi menimbulkan masalah baru dengan 
munculnya sekat sekat diantara kelompok di dalam grup organisasi. Dan penulis 
memberikan saran yaitu, pemerintah pusat agar dapat membantu pemerintah 
Kabupaten Karimun, sehingga akan mempercepat terlaksananya efesiensi waktu 
kerja dan semakin bagusnya pengelolaan keuangan daerah. 

Kata kunci : Perubahan Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL ORGANIZATIONS TRANSITIONS FORM 
INTO FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT BOARD DISTRICT 

OFKARIMUN 

Tria Wahyuni Illahi 
tia.3peri@valloo.com 

Post Graduate Program 
Terbuka University 

With the issuance of Government Regulation No. 41 of 2007 on the 
organization of the area and was followed by Government Regulation No. 18 in 
2016 on regional organizations, local governments are required to revitalize the 
organization of his government. This research was conducted to find out about the 
organizational changes that occur in the Finance Department into the Finance 
and Assets Management Agency Regions in Karimun as a follow-up of the 
regulations. This study used a qualitative research method with the type of case 
study, with data collection technique is using triangulation data collection 
techniques, data Analisia is inductive and qualitative research results further 
emphasize the significance rather than the general classification. with the number 
of informants numbering 49 people consisting of employees working in General 
Secretariat of Karimun, Head of Legal and Organization Management Karimun 
Regency and Members of Parliament Commission A Regency Karimun. The 
results of the research that has been done, namely: in the analysis of changes in 
the organizational form Finance Department into the Finance and Assets 
Management Agency Regions, based on the author ordinances organizational 
changes that Unfreeze, check on the status quo, improving the driving force in 
making the organizational changes, lowering the risk incurred. Then Movement, 
take action, make the process of organizational changes that have been planned 
in advance, involving the people. Freeze and back (refreeze), make the changes 
that have been implemented into permanent, build a new way of thinking and 
reward of results desired organizational change. The implications that may occur 
is the decision-making centralized to one person, control range is getting wider 
and wider, leaders of institutions are required of people who have managerial 
skills more, have physical endurance and emotional nice, combining the two 
agencies have consequences together of two different cultures, potentially cause 
new problems with the appearance of partition of the partition between the groups 
within the organization group. And the authors suggest that the government in 
order to help the Karimun Local government, which will accelerate the 
implementation of the efficiency of work time and ge//ing good financial 
management. 

Keywords: Organizational Change, Financial Management Board and the 
Regional Asset 
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BABIV 

HA~LDANPEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun 

Kabupaten Karimun adalah salah satu Kabupaten!Kota yang ada dari 

total 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten in i 

terdiri dari 250 Pulau kecil dan besar dengan total 57 Pulau yang 

berpenghumi dan selebihnya tidak berpenghuni namun se luruh pulau telah 

diberikan nama. Dari sekian banyak pulau yang ada, hanya dua pulau besar 

yang paling mendominasi yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. 

Ketika pembentukannya, Kabupaten Karimun terdiri dari 9 Kecamatan, 

22 Kelurahan dan 32 desa. dengan Ibukota Kabupaten terletak di Tanjung 

Balai Kecamatan Karimun. Berikut penjabaran wi layah admin istrasi 

Kabupaten Karimun : 

Tabel 4.1 
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2011 

lbukota Jumlah 
Kecamatan Kelurahan 

Kundur Tanjung Batu Kota 3 5 
Kundur Utara Tanjung Berlian 7 
Kundur Barat Sa wang 4 

Karimun Tanjung Balai 4 2 
Buru Buru 2 2 
Moro Moro 1 6 
Durai Durai 0 4 

Meral Meral 4 

Tebing Tebing 6 
Jumlah 22 32 

Sumher: Bagian Pemerintahan Umum Setda. Kab. Karimun tahun 2011 

54 
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Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Karimun 

akan berdampak dengan pertumbuhan penduduk. Wi layah yang se lama 

ini masih dalam bentuk desa akan berkembang menjadi ke lurahan. 

Semakin bertambahnya kelurahan dan desa baru, secara administratif 

maka akan dapat dimekarkan menjadi kecamatan baru. Pada tahun 20 12 

wi layah Kabupaten Karimun dimekarkan baik itu kecamatan, kelurahan 

dan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 

tahun 2012, sehingga secara administratif saat ini Kabupaten Karimun 

terdiri dari 12 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, Pembagian wi layah 

adminitrasi hingga unit kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel4.2 
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Karimun 

Tahun 2016 

Ibukota 'r Jumlah .. :l"'.( 

Wilayah Administrasi 
Kecamatan Kelurahan Des a 

~-

' Durai 
: ... 

Durai 0 4 
Meral 

. 
Meral 6 0 

Kundur Tanjung Batu Kota 3 3 

Kundur Utara Tanjung Berlian I 4 

Karimun Tanjung Balai 6 3 
Meral Barat Darussalam 2 2 

Tebing Tebing 5 I 

Buru Buru 2 2 
Kundur Barat Sa wang I 4 

Ungar ' Sei Buluh 1 3 
Belat Sebele 0 6 
Moro Moro 2 10 

.;_ Jumlah 29 42 
Sumber: Bagian Pemerintallan Umum Setda. Kab. Karrmun talwn 2011 
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1. Letak geografis dan peta wilayah 

Wilayah Geografis Kabupaten Karimun terletak diantara 00° 24' 36" LU 

sampai 01° 13' 12" LU dan 103° 13' 12" BT sampai 104° 00' 36" BT, dengan 

wilayah lautan mencakup wilayah sepanjang 4 mil !aut dari garis pantai dan 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang diatur dalam undang undang nom or 22 

tahun 1999 dan Undang Undang No 5 Tahun 1983. Kabupaten Karimun 

berbatas langsung dengan Kota Batam, Provinsi Riau, Singapura dan 

Malaysia. Hal in! menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis 

terutama untuk kegiatan perekonomian. Kabupaten Karimun berdasarkan 

letak geografis strategisnya merupakan salah satu dari empat kabupaten yang 

sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, dimana 

tiga lainnya adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Pulau Sabang. 

Kabupaten Karimun sendiri secara administratifberbatasan dengan: 

Bagian Utara : Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan 

Semenanjung Malaysia 

Bagian Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan 'i 

Kabupaten Lingga 

Bagian Barat : Kecamatan Rangsang (Kabupaten Kepualaun Meranti) 

dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. 

Bagian Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam) 
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Berikut adalah gambar peta wi layah administrasi Kabupaten Karimun: 
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Gambar 4.1 Peta W ilayah Administrasi K a bupa ten Ka rimun 

2. Luas wilayah 

57 

I 
/ 

/ 

' I 

Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan lautan, dengan 

memil iki luas total mencapai 7.984 Km 2
• Luas lautan memil iki persentase 

jauh lebih besar (80,9 1 %) di band ing luas daratan ( 19,09%). Berdasarkan 

perbandingan luas wilayah antar kecamatan, Kecamatan Moro memiliki luas 
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pa ling besar dengan persentase daratan 76,56% dan lautan 25,83%. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pad a Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel4.3 
Persentase Luas Wilayah Dara tan, Lautan dan Jumlah Pulau 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 

~ 

' I Kecamatan 
Daratan Lautan 

Km2 Km2 Jumlah 
% % Pulau 

Moro 1.166,80 76,56 1.668,44 25,83 84 

Durai 52,00 3,41 1.480,54 22,92 46 

Meral Barat NA NA NA NA NA 
Kundur 34,30 2,25 449,93 6,96 26 

Unggar NA NA NA NA NA 
Buru 17,80 J' 17 366,88 5,68 6 

Kundur Utara 29,50 1,94 509,15 7,88 11 

Belat NA NA NA NA NA 
Kundur Barat 21,70 1,42 267, 12 4, 13 24 

Meral 80,00 5,25 515,4 J 7,98 24 

Karimun 49,90 3,27 404,06 6,25 23 

Tebing 72,00 4,72 798,47 12,36 5 

Jumlah 1.524,00 19,09 6.460,00 80,91 249 

Sumber : Bagian Pemerintalzan Umum Selda. Kab. Karimun talzun 2011 

3. J umlah penduduk 

Berdasarkan data Kar imun da lam angka tahun 2014, j umlah 

penduduk Kabupaten Kari mun berj umlah mencapai 223. 11 7 j iwa yang 

terdiri dari 113.832 laki-laki, dan I 09.285 perempuan dan tersebar di seluruh 

wilayah . Dua pulau besar yang terletak di wilayah Kabupaten Karimun dan menjadi 

pusat perekonomian serta pemukiman adalah Pulau Karimun dan Pulau Kundur, 

Penduduk Kabupaten Karim un berasal dari berbagai suku bangsa dan ras 

(heterogen) yang lebih didominasi oleh suku Melayu. Pertambahan penduduk 

Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun adalah sebesar 2,68 persen dikatakan 
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cukup tinggi bila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

pertahunnya. 

4. Infrastruktur 

Wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari pulau-pulau dapat 

dihubungkan melalui perhubungan darat dan !aut. Disamping sebagai ibukota 

kecamatan, karimun juga sebagai ibukota Kabupaten dengan jarak tempuh 

dari ibukota kecamatan menuju ibukota kabupaten 3 km melaui transportasi 

darat. Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan, sehingga untuk 

transportasi antar pulau menggunakan transportasi !aut dengan kapal kayu 

(pompong), speed boat, dan kapal Ferry. Sedangkan untuk perkantoran 

pemerintahan terletak di Pulau Karimun yang dapat diakses dengan ., 

transportasi darat. 

5. Pemerintahan 

Berdasarkan Undang-undang Nom or 53 tahun I 999 Kabupaten ,, 

Karimun resmi didirikan, dimana undang undang tersebut juga berisikan 

tentang pembentukan Kabupaten Rokan Huiu Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun Kabupaten Siak, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kabupaten Natuna, Kota Batam, yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun I 999 

tentang Pembantukan Kabupaten Natuna Kabupaten Peiaiawan, Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Karimun pada saat terbentuk 

hanya terdiri dari 3 Kecamatan. Seiring berjaiannya waktu, pada tahun 20I3, 
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berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.l2/2007, wilayah 

Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 (dua belas) 

kecamatan. Kedua belas kecamatan tersebut yakni Kecamatan Moro, 

Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari 

Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran 

dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan 

Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat ·, 

(pemekaran dari Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing. 

Pada tahun 2014, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa 

dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. 

Terdiri. alas 42 daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah ; 

RW/RT secara keseluruhan adalah sebanyak 392 RK/RW dan 1.086 RT .. • 

Tujuan pemekaran daerah Kabupaten Karimun merupakan suatu upaya untuk · 

mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi · 

eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan 

kemasyarakatan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun . 

tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial } 

budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat. 

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 

pelaksanaan tahun 20 II hingga 2016 adalah "Terwujudnya Kabupaten 

Karimun Yang Maju Dan Berdaya Saing Berlandaskan lman Dan Taqwa". 

sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Karimun adalah : 
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I. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah 

yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna 

berlandaskan iman dan taqwa. 

3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu 

dengan ekonomi berbasis kerakyatan. 

4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik, dan 

5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau pulau terluar dengan 

terpadu dan berkelanjutan 

Berdasarkan visi dan misi · tersebut, Bupati Kabupaten Karimun 

mempunyai motto yaitu Kerja Amanah, Kerja Keras dan Kerja Cerdas. 

Sedangkan ada 4 azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu : 

I. Azam Peningkatan !man Dan Taqwa 

2. Azam Peningkatan Kualiitas Sumber Daya Manusia 

3. Azam Pembangunan Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan. 

4. Azam Pengembangan Seni Dan Budaya. 

B. Gambaran Umum Bagian Keuangan Kabupaten Karimun 

Bagian Keuangan Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Karimun. 

Pembentukan Bagian Keuangan daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan 

pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan 
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realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi 

dan pemantauan. 

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa 

organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif 

menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling 

mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi 

anggaran disesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, permasalahan 

manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara 

komprehensif dalam mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good 

governance). Upaya reformasi birokrasi telah berlangsung yang mencakup 

antara lain pengelolaan keuangan, namun masih terdapat permasalahan yang 

dihadapi di bidang pengeloaan keuangan daerah di Kabupaten Karimun, 

yaitu: I) kelembagaan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya 

berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga 

struktur organisasi kurang proporsional; 2) sistem manajemen keuangan 

daerah belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan 

kompetensi, sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; 3) sistem dan · 

prosedur kerja di lingkungan bagian keuangan belum efisien, efektif, dan 

berperilaku hemat; 4) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan 

harapan masyarakat; 5) terabaikannya nilai nilai etika dan budaya kerja dalam 

birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etas kerja, dan produktivitas 

kerja. 
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Maka setelah diadakan uji kelayakan, Kabupaten Karimun telah sesuai 

untuk dirubah sistem pengelolaan keuangaan dan aset daerahnya dengan 

memperhatikan semakin bertambahnya pemasukan ke kas daerah. Hal ini 

secara otomatis akan berdampak pada bentuk organisasi yang akan direka 

ulang dari Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Karimun. Berikut bentuk hagan struktur organisasi 

sebelum dan sesudah perubahan yaitu : 
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Pada hagan 4.1 SOT Sekretariat Kabupaten Karimun menjelaskan 

bahwa bagian keuangan masuk kedalam struktur organisasi sekretatiat 

Kabupaten Karimun, dim ana bertanggung jawab ke Kepala daerah dalam hal 

ini Bupati melalui Asisten Bagian Umum Dimana sebelumnya Bagian 

Keuangan hanya memiliki tiga sub bagian, yaitu sub bagian anggaran, sub 

bag ian perbendaharaan dan kas daerah, dan sub bagian pem bukuan. Dimana 

tugas bagian keuangan kabupaten karimuil diantaranya : 

a. Menyusun kebijakan teknis operasional tentang pengelolaan keuangan 

daerah. 

b. Menyusun rencana anggaran pemerintah daerah. 

c. Melaksanakan tertib perbendaharaan keuangan daerah. 

d. Melaksanakan tertib manajemen kas daerah. 

e. Me!aksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

f. Melaksanakan tertib pembukaan pengelolaan keuangan daerah. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan . lain di bidang keuangan yang 

ditugaskan oleh pimpinan. 

h. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang pembinaan sosial keagamaan 

i. Merencanakan. mengkoordinasikan, mengelola pekerjaan pembinaan 

dan peningkatan kerukunan antar umat beragama. 
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C. Perubahan Organisasi Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

Setelah mendalami basil wawancara dan data data yang telah didapatkan 

dari Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Kabupaten Karimun, 

Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun dan Anggota komisi X DPRD 

Kabupaten Karimun, berikut penjelasan mengenai Bentuk Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah yang harus diikuti dan menjadi acuan. 

1. Peraturan yang dibutuhkan dalam pembentukan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset 

Peraturan perundang undangan yang terkait dengan konsep 

pengorganisasian pengelola keuangan dan aset daerah adalah : 

a. Undang Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

b. UU I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

c. UU 33 tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah 

d, UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

e. PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

f. PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

g. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

h. PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

1. PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
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j: Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan 

Daerah. 

k. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan mentri 

dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan 

Daerah 

I. Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

m. Permendagri 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah 

Sedangkan kebijakan daerah yang diperlukan dalam perigelola keuangan 

dan aset daerah mencakup : 

a. Pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. 

b. Pokok pokok pengelolaan barang milik daerah. 

c. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup : 

I) Sistem dan prosedur tata usaha keuangan daerah 

2) Sistem dan prosedur akuntansi. 

d. Kebijakan akuntansi, yang mengatur keuangan dan aset daerah. 

2. Pengorganisasian 

a. Organisasi dan Kewenangan 

Struktur organisasi atau yang biasa disebut bagan organisasi ialah suatu 

lukisan yang dimaksudkan untuk menggambarkan susunan organisasi baik 

mengenai fungsi fungsinya, bidang bidang pekerjaannya maupun mengenai 

tingkatan tingkatan atau eselonering, rentang kendali dan sebagainya. 
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Bentuk struktur organisasi disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumya. sebagai suatu proses yang dinamis, suatu struktur 

organisasi harus mengikuti setiap perkembangan yang ada (internal maupun 

eksternal), sehingga pembentukannya harus diupayakan sesederhana mungkin 

b. Visi 

Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan 

mendorong semua stakeholders/anggota organisasi pengelola keuangan dan 

kekayaan/aset daerah berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai 

jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan. Visi merupakan gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan atau keadaan ideal yang diinginkan 

oleh organisasi, sifatnya memberikan inspirasi dan arab serta posisi (setting) . . 

organisasi di masa depan. Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar pada 

kondisi dan situasi setempat dan disepakatai oleh semua stakeholders/anggota 

organisasi. 

c. Tujuan penetapan visi adalah : 

I) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi 

2) Mencerminkan arah dan fokus strategi yangjelas . 

. 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. 

4) Memiliki orientasi masa depan. 

5) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan 

organisasi. 

6) Menjamin kesinambungan kepentingan organisasi. 

7) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. 
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. Rumusan visi harus jelas, sederhana sehingga mudah dipahami, 

mengembangkan kultur dan nilai nilai tertentu yang dapat menstimulasi 

stakeholders untuk mencapainya rumusan visi mencakup : 

Tujuan terluas dan umum dan memperjelas arah yang akan dicapai 

organisasi adalah : 

I) Gambaran aspirasi masa depan 

2) Inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik. 

3) Pencapaian pada hasil. 

Kriteria dan persyaratan dalam penyusunan visi : 

I) Dapat dibayangkan dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi. 

2) Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi. 

3) Memungkinkan untuk dicapai. 

4) Terfokus pada pennasalahan utama instansi agar dapat beroprasi 

secara efektif, efisien dan elegan. 

5) Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan 

zaman. 

6) Memberikan pemahaman tentang posisi tujuan individu dalam tujuan 

bersama 

7) Memberikan "motivatingforce" 

3. Pelembagaan dan Kewenangan 

Berbicara mengenai bentuk kelembagaan pengelola Keuangan daerah , 

sebenarnya dalam ketentuan Pasal I ayat (21) UU Nom or I Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara telah diatur bahwa Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah adalah kepala Badan!Dinas/Biro Keuangan/Bagian 
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Keuangan yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

Mengikuti perkembangan dan pengaturan kelembagaan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan daerah, maka dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 

tentang organisasi Perangkat Daerah, keberadaan lembaga ini telah 

diakoniodasikan dalam wadah Dinas Dearah yakni Dinas 

Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dasar Pembentukan 

kelembagaan bentuk ini lebih pacta pertimbangan bahwa lembaga ini 

melaksanakan beberapa fungsi koordinasi dalam wadah Badan Daerah. 

Namun bila dicermati secara umum tugas pokok dan fungsinya lebih 

bersifat koordinasi dan memberikan dukungan dalam pengelolaan keuangan 

dan aset .daerah terhadap seluruh SKPD yang ada sehingga pewadahan fungsi 

lembaga ini perlu menjadi pertimbangan atas pilihan bentuk dinas dengan 

penekanan fungsi koordinasi. 

Saat ini fungsi penge!olaan keuangan dan aset daerah ditangani (tersebar) 

pacta beberapa unit organisasi seperti Biro/Bagian Keuangan, Biro/Bagian 

Perlengkapan dan Dinas Pendapatan. Untuk itu, apabila fungsi tersebut akan 

disatukan dalam satu wadah tentu harus difikirkan mengenai jumlah unit 

eselon Ill yang akan menangani tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. 

Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, jumlah eselon III dilingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk lebih banyak 

dibandingkan dengan Badan Lainnya. Selain itu, dengan adanya uniformitas 

dengan Badan lainnya. Selain itu, dengan adanya uniformitas bentuk lembaga 
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pengelola keuangan daerah juga akan mempermudah dalam melakukan 

koordinasi dengan pemerintah maupun dengan daerah yang lain menginat 

tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini secara nasional adalah 

sama mengingat telah diatur secara tegas dalam UU maupun PP. 

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Permendagri No 13 Tahun 2006 beserta 

perubahannya pada Permendagri No.59 Tahun 2007 dan pasal 6 ayat (I) 

Permendagri No 17 Tahun 2007 pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuanganlbarang milik daerah mempunyai kewenangan : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD 

b. Menetaapkan kuasa pengguna anggaran/barang miliki daerah 

c. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran 

d. Menetapkan yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah. 

e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan 

piutang daerah. 

f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan milik 

daerah 

g. Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan dan · 

memerintahkan pembayaran 

· h. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah. 

i. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah 

dan bangunan 

j. Menetapkan kebijakan pengamanan bararig milik daerah 
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k. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD 

I. Menyetujui usul pemindah tanganan dan pengahapusan barang milik 

daerah sesuai batas kewenangan dan 

m. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah 

danlatau bangunan 

43003.pdf 



73 

4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Karimun Yang Akan Dibentuk. 

KEPALA 
BADAN 

SEKRETARIS 

I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANMN UMUM DAN KEUANGANSUB 

KEPEGAWAIAN BIDANG 
PENATAHUSAHMN 

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 
B!DANG ANGGARAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSIDAN ASETDAERAH 

KAS DAERAH PELAPORAN 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG. SUB BIDANG 
PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG f- AKUNTANSI PERENCANMN 

DANPENERIMMN KAS KEBUTUHAN DAN 
PENGENDAUAN ASET 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
DAERAH 

ADMINISTRASI BELANJA TIDAK AKUNTANSI DAN 
ANGGARAN LANGSUNG DAN PENGELUARAN KAS SUB BIDANG 

PEMBIAYAAN - PENATAHUSAHAAN 
ASETDAERAH 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 

'-
EVALUASIANGGARAN PENERIMMN DAN '-

PELAPORAN DAN PEMANFMTAN DAN 
PENGELOLMN KAS EVALUASI PEMINDAHTANGANAN 

ASET DAERAH 

I UPT 

43003.pdf 



74 

5. Togas Pokok dan Fungsi 

Pengeloaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU I Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Deugau terbitnya UU 

32 tahun 2004 dan UU 33 tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada 

dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan dan UU Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan 

menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 

daerah meliputi 3 tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 

dan pertanggung jawaban. 

Dalam 3 tahapan pengelolaan keuangan daerah yarig perlu diperhatikan 

adalah mengenai tupoksi dan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah . 

(SKPKD) atau Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayangan Daerah 

(BPKKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna 

anggaran dan pelaksana program. Pembagian peran stakeholder yang terlibat 

dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan jelas didalam 

Permendagri 13 Tahun 2006 yang merupakan ketentuan lanjutan dari 

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005. 

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah unsur 

pe.nunjangn pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan 

daerah. BPKKD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 

pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. 

BPKKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang selanjutnya disebut 
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah (BUD). 

6. Pengorganisasian Pengelola Keuangan Daerah 

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah makan 

pengelola keuangan daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. 

Pada Permendagri 59/2007 dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diklarifikasikan pada 4 aturan utama, 

yaitu : I) Perencanaan Anggaran Yang Mencakup Penyusunan Dan 

Penetapan Anggaran, 2) Pelaksanaan Anggaran, 3) Perubahan Anggaran, 4) 

Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Terhadap em pat kegiatan utama 

tersebut juga diatur ketentuan tentang pengelolaan kas, penatausahaan dan 

akutansi serta pelaporan keuangan daerah, sedangakn untuk pengawasan 

pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan tersendiri dan dilaksanakan 

oleh Satuan Kerja Pengawas Daerah. 

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada 

jabatan struktural dan penetapan jabatan fungsional pada Bendahara Umum. 

Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penata Usahaan Keuangan 

Daerah SKPD (PPK-SKPD) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK); 

sering terjadi kondisi di lapangan yang sulit dihindari bahwa jabatan 

fungsional masih dirangkap dengan jabatan struktural, karena itu berikut. 

disampaikan matriks keterhubungan antar kelembagaan agar dapat dihindari 

kondisi tersebut. 
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7. Pengorganisasian Pengelola Barang Milik Daerah 

Mengingat pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen 

penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah 

makan pengelolaan barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian 

dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan 

barang milik daerah adalah PP No 6 Tahun 2006 dan Permendagri No 17 

Tahun 2007. Pada Peraturan tersebut dapat diklarifikasi ada 4 aturan kegiatan 

utama, yaitu : 

a. Perencanaan yang mencakup perencanaan · kebutuhan dan 

pengenggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan. 

b. Penata usahaan yang mencakup inventarisasi, penilaian, 

pembukuann dan pelaporan. 

c. Peningngkatan produktivitas yang mencakup : pengamanan dan 

pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan. 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Agar penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan 

dengan baik, salah satu hak yang harus dibenahi adalah adanya pembagian 

kewenangan yang jelas antara lembaga pengelolaan dan pengguna barang 

milik daerah. 

8. Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Personil. 

Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan 

secara sistematis untuk memperoleh infomasi mengenai tingkat efektifitas 

dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dasar hukum 

pelaksanaan kegiatan ini adalah Permendagri No 12 Tahun 2008 tentang 
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pedoman analisis beban kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan 

Pemerintah Daerah 

Kegiatan anal isis beban kerja itu sendiri pada dasamya merupakan tindak 

lanjut dari kegiatan dari analisis jabatan. Dan kedua kegiatan tersebut 

merupakan bagian dari proses penataan organisasi perangkat daerah 

sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

Kabupaten/Kota serta PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat 

daerah. 

Pelaksanaan analisis bebab ketja dibagi dalam tiga tahap kegiatan, yaitu : 

pertama, tahap persiapan melalui pembentukan SK Bupati/Walikota tentang 

tim analisis beban kerja dan ditindak Janjutkan dengan pemberitahuan kepada 

semua SKPD tentang rencana program analisis beban ketja. Kedua, tahap 

pelaksanaan mencakup pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan 

penyempumaan data. ketiga, tahap penetapan melalui penetapan tingkat 

efesiensi dan efektifitas jabatan unit; standar norma waktu penyelesaian 

pekerjaan; jumlah kebutuhan pegawailpejabat. 

Data uraian tugas dapat diperoleh dari basil analisis jabatan. bilaman 

bel urn ada, sebaiknya dilakukan wawancara dengan para pemangku jabatan. 

Data data tersebut kemudian diolah dan dihitung analisis beban kerjasamanya 

secara sistematis dengan menggunakan rumus rumus normatif, sebagaimana 

diatur dalam Permendagri no 12 Tahun 2008. 
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a. Beban Kerja 

Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang hams dipikul oleh suatu 

jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja 

dan norma waktu. sedangkan norma waktu merupakan waktu yang 

wajar dan nyata nyata yang digunakan secara efektif dengan kondisi 

normal oleh seorang pemangkujabatan untuk menyelesaikan pekerjaan 

b. Jam Kerja Efektif 

Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuj 

berproduksi/menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja 

kantor setahun, setelah dikurangi dengan waktu kerja yang hilang 

karena tidak bekerja (allowance)· seperti huang air, melepas Ielah, 

istirahat makan siang dan sebagainya. Allowance rata rata sekitar 25% 

darijumlahjam kerja formal. Jam kerja formal per minggu = 37 jam 30 

menit. Dan jam kerja efektif per minggu (dikurangi waktu luang 25%) 

= 75/100 x 37 jam 30 menit =28 jam. 

Jam kerja efektif perhari untuk 5 hari kerja =28jam/5hari = 5 jam 

36 men it/ hari sedangkan untuk 6 hari kerja 28 jam/6 hari = 4 jam 23 

menitlhari. jam kerja efektif per tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari x 5 

jam 36 menit/ hari = 1.324 jam = 1.300 jam. sedangkan untuk 6 hari 

kerja = 287 hari x 4 jam 23 menitlhari = 1.339 jam = 1.300 jam. jam 

kerja efektif tersebut kemudian akan menjadi alat pengukur dari beban 

kerja yang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan. 
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c. Jumlah kebutuhau pegawai perjabatau 

Jumlah Kebutuhan pegawai per jabatan merupakan jumlah pegawai 

ideal senyatanya yang diperlukan oleh sesuatu unit organisasi atau 

pemangku jabatan, agar mencapai tingkat efisiensi dan prestasi kerja 

dengan katagori baik. Data ini dapat dipergunakan untuk menyusun 

fomasi pegawai. 

d. Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ) 

Tingkat efeisiensi jabatan adalah tercapainya penyelesaian suatu 

pekerjaan o!eh pemangku jabatan, dengan kualitas pelayanan yang 

baik, yaitu tepa! hasil, dan tepa! waktu, serta tidak melampaui 

anggaran yang telah disediakan. Data tingkat efisiensi jabatan ini, 

dapat digunakan sebagai saranan untuk mengetahui kinerja pemangku 

jabatan yang diperoleh dari hasil perbandingan antara beban kerja 

(output), denganjum!ah pemangkujabatan dikalikanjam kerja efektif . 

se!ama satu tahun (input). 

e. Prestasi Kerja Jabatan (PJ) 

Standar pertasi kerja jabatan adalah nilai baku kemampuan hasil . 

kerja pemangku jabatan dalam me!aksanakan tugas. kadar standar 

prestasi kerjajabatan (PJ) ada!ah: 

EJ diatas 1,00 A (Sangat Baik) 

EJ antara 0,90 - 1,00 B (Baik) 

EJ an tara 0, 70 - 0, 89 C (Cukup) 

EJ antara 0,50- 0,69 D (Sedang) 

EJ dibawah 0,50 B (Kurang) 
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f. Tingkat Efisiensi Unit (EU) 

Tingkat Efisiensi Unit (EU) adalab tercapainya penyelesaian suatu 

peketjaan oleb pegawai unit dengan kualitas pelayanan yang baik, 

yaitu tepat basil dan tepat waktu, serta tidak melebibi anggaran yang 

telab disediakan. Data tingkat efesiensi unit ini dapat dipergunakan 

sebagai saranauntuk mengetabui kinerja unit organisasi yang 

diperoleb dari basil perbandingan antara volume kerja unit (output) 

dengan jumlab pegawai unit dikalikan jam ketja efektif selama satu 

tabun (input). 

g. Standar prestasi kerja unit (PU) 

Standar prestasi ketja unit adalab nilai baku kemampuan basil 

kerja suatu unit organisasi. standar prestasi kerja unti yang 

dipergunakan adalab : 

A = Sangat baik apabila EU> I 

B = Baik apalbila EU = 0,90- 1,00 

C = Cukup apabila EU = 0, 70 -0,89 

D = Sedang APABILA eu = 0,50- 0,69 

E = Kurang apabila EU < 0,50 

9. Analisa Perubaban Organisasi Bagian Keuangan menjadi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. 

Berdasarkan basil wawancara dan observasi yang mendalam dengan 

informan yaitu Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun sebagai 

Responden I, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana 

Kabupaten Karimun sebagai Responden 2, Anggota DPRD Kabupaten 
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Karimun komisi A yang membidangi Hukum sebagai Responden 3. maka 

dapat di identifikasi upaya Kabupaten Karimun khususnya Bagian 

Keuangan merubah bentuk struktur organisasinya menjadi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dimana hal ini tercermin melalui 

kegiatan yang terdiri dari Unfreeze, Move dan Refreeze. 

a. Unfreeze (Mencairkan) 

1) Memeriksa status quo, atau memeriksa keadaan saat akan 

dilakukan perubahan. 

Dalam melakukan perubaban organisasi maka hal pertama yang 

dilakukan adalah melakukan kegiatan status quo organisasi yang lama, hal 

tersebut termasuk kedalamnya memeriksa kesiapan organisasi yang akan 

dirubah struktur organisasinya sehingga akan mempengaruhi bagian 

bagian yang terkandung di dalamnya, kegiatan yang telah diadakan adalah 

telah dilaksanakannya beberapa kali rapat koordinasi baik dengan bupati 

(kepala daerah) maupun dengan bagian dan lembaga lain untuk 

berkoordinasi mengenai hal ini. hal itu diutarakan oleh Responden I 

sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun. Kemudian 

mengenai hal ini, Kegiatan lain yang diadakan adalah pem bahasan di 

tingkat dewan perwakilan daerah. Hal ini disampaikan oleh Responden 3 

sebagai anggota Dewan Komisi A Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Karimun, apakah hal tersebut Ielah bisa dilaksanakan perubahannya, 

kemudian membahas tentang anggaran yang akan terpakai dalam 

pembentukan sebuah organisasi daerah tertentu, dikarenakan dalam 

pembentukan sebuah organisasi tersebut akan membebani keuangan 
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daerah seperti biaya gaj i pegawai operasional dan pengadaan peralatan dan 

kantor baru, sehingga diperlukan pembahasan terlebih dahulu. Selanjutnya 

dalam pembentukan sebuah organisasi baru dalam sebuah pemerintahan 

maka harus diperlukan kajian mengenai struktur yang akan digunakan, 

seberapa besar struktur yang digunakan melingkupi beberapa bagian dan 

fungsi tugasnya, hal tersebut juga harus melihat seberapa besar sumber 

daya yang akan digunakan baik itu personil, teknologi, bangunan, 

peralatan dan perlengkapan pendukung seperti yang diutarakan oleh 

Responden 2 sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana. 

2) Meningkatkan kekuatan pendorong dalam melakukan 

perubahan organisasi. 

Ketika melakukan perubahan, tentu harus ada dorongan yang kuat 

yang melandasinya, sehingga perubahan yang dilakukan tidak akan 

menghasilkan perubahan yang setengah setengah. Respoonden 2 sebagai 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana memberikan 

pandangan bahwa dalam melakukan perubahan organisasi Bagian 

Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan maka harus ada faktor 

pendorong diantaranya kebutuhan akan organisasi yang baru dalam 

pengelolaan keuangan daerah dikarenakan sudah semakin meningkatnya 

pendapat asli daerah yang harus dikelola, kemudian faktor lain adalah 

kewajiban membuat sebuah organisasi lebih efisien dalam melaksanakan 

tugas tugas sehingga organisasi baru yang dibentuk harus sesuai dengan 

kebutuhan struktur organisasi induk. Hal lain yang menjadi faktor 

pendorong adalah kewajiban untuk mengikuti peraturan terbaru mengenai 
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tata · aturan, kemudian menurut Responden 3 sebagai anggota DRPD 

Kabupaten Karimun komisi A, pendorong yang dalam perubahan 

organisasi yang diberikan diantaranya keinginan untuk Pemerintah 

Kabupaten Karimun semakin profesional dalam memberikan pelayanan 

khususnya dalam pengelolaan keuangan di pemerintahannya, salah satunya 

dengan menggabungkan organisasi sejenis yang bisa digabungkan seperti 

Bidang Aset, Bidang Perlengkapan dan Bidang Keuangan menjadi sebuah 

organisasi barn, kemudian dengan menggabungkan beberapa organisasi 

sejenis seperti yang di pahamkan oleh Responden I sebagai Kepala Bagian 

Keuangan Kabupaten Karimun, Pengelolaan Keuangan Daerah bisa lebih 

efektif, cepat dan lebih terawasi, dikarenakan waktu yang dibutuhkan 

dalam membuat pembukuan lebih cepat dibandingkan dengan organisasi 

yang terpisah pisah. 

3) Menurunkan risiko yang terjadi dan disebabkan oleh yang 

tidak menyetujui dilakukannya perubahan. 

Setiap mengambil sebuah keputusan pasti akan menimbulkan pro dan 

kontra, apalagi ketika perubahan menjadi sebuah keharusan dalam sebuah 

organisasi, sehingga dalam prosesnya akan menimbulkan resiko resiko 

seperti perpecahan di dalam tubuh organisasi hingga kegaduhan dalam 

menjalankan tugas fungsi yang telah ditetapkan, sehingga dalam 

pelaksanaannya risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisir, cara 

yang bisa diambil adalah dengan mengadakan rapat rapat konsolidasi 

dengan pihak pihak terkait sebagai langkah utama dalam melakukan 

perencanaan, setelah itu memberikan pemahaman kepada lembaga yang 
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terkait dengan perubahan organisasi tersebut, sesuai dengan yang 

diutarakan oleh Responden 2 yaitu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 

Tatalaksana, kemudian dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut juga 

menerangkan tentang langkah langkah yang akan diambil, personil yang 

akan dilibatkan hingga anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

perubahan tersebut. 

Kemudian untuk mengurangi risiko lainnya perencanaan haruslah 

matang dilaksanakan, diskusi antar pemangku jabatan harus sering 

dilakukan, atau setidaknya dilakukan berkala agar tidak menimbulkan 

tumpang tindih dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah 

· ditetapkan, sehingga risiko miskomunikasi dalam pembentukan organisasi 

baru bisa dihindarkan sesuai dengan pandangan Responden 3 yaitu 

anggota DRPD Kabupaten Karimun komisi A. Namun dalam 

menghindarkan resiko kita juga harus paham, bahwa organisasi yang 

bersifat umum pasti harus mengedepankan kepentingan orang banyak, 

sehingga dalam pembentukan organisasi baru tersebut haruslah .. 

memasukkan pandangan pandangan dari setiap anggota yang terlibat di 

dalamnya, termasuk kedalamnya susunan struktur yang dibuat baru ., 

haruslah mencerminkan . kepentingan masyarakat dan organisasi yang 

terlibat didalamnya menurut Responden 2 yaitu Kepala Bagian Hukum 

dan Organisasi Tatalaksana. 

Kegiatan dalam Unfreeze atau mencairkan situasi ini dapat dilakukan 

ketika adanya kegiatan Musrembang atau Rakerda, sehingga kegiatan dari 

memeriksa keadaan status quo, atau memeriksa keadaan saat akan 

43003.pdf 



85 

dilakukan perubahan, meningkatkan kekuatan pendorong dalam 

mehlkukan perubahan organisasi dan menurunkan resiko yang terjadi dan 

disebabkan oleh yang tidak menyetujui dilakukanrtya perubahan dapat 

dilakukan sekaligus dalam memberikan sosialisasi akan perubahan 

organisasi yang akan dilakukan lebih mudah, dikarenakan banyak lembaga 

dan unsur masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan Musrembang atau 

Rakerda tersebut. 

b. Movement (Tahapan proses) 

1) Mengambil tindakan ketika terjadi proses perubahan 

organisasi 

Setelah tahapan unfreeze atau mencairkan keadaan yang akan 

dilakukan perubahan, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah tahapan proses atau pergerakan (Movement). Responden I sebagai 

.Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun memberikan pandangan 

bahwa dalam tahapan proses ini mengambil tindakan awal khususnya 

ketika terjadinya proses perubahan organisasi, tindakan tindakan yang 

dilakukan adalah melakukan kajian terhadap perubahan organisasi Bagian 

Keu~mgan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kajian 

meliputi merangkum ide ide baru yang berkaitan dengan perubahan 

organisasi, dan juga cara cara baru dalam melaksanakan togas fungsi 

dibandingkan dengan tatalaksana pekerjaan lama sehingga akan 

memperkaya kajian dalam pelaksanaan organisasi baru, kemudian beliau 

juga berpendapat bahwa perubahan organisasi dari Badan Keuangan 

menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sangatlah penting 
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dilakukan dengan segera, mengingat kebutuhan akan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah yang semakin efisien dan alasan utamanya 

adalah selain harus melakukan implementasi dari peraturan pemerintahan 

tentang perangkat daerah, dikarenakan juga dikarenakan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Karimun telah bertambah dari tahun ke tahun. 

Responden 2 sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 

Tatalaksana Kabupaten Karimun mengutarakan, bahwa dalam pelaksanaan 

perubahan organisasi ini tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

merangkum setiap peraturan acuan yang akan digunakan sehingga ketika 

pelaksaanaan perubahan telah dilakukan tidak ada . peraturan yang 

terlewatkan dan bisa menjamin proses perubahan beijalan dengan lancar. 

Sehinjtitnya jangan melewatkan masukan masukan yang berkaitan dengan 

proses yang akan diambil, sehubungan dengan pandangan Responden 3 

sebagai anggota DRPD Kabupaten Karimun komisi A, dimana dalam 

pembentukan sebuah organisasi baru sangat penting memperhatikan 

masukan dari lembaga lain. dan apabila telah sudah waktunya untuk 

dirubah, maka organisasi harus dapat berubah dan beradaptasi dengan 

keadaan, seperti perubahan organisasi Bagian Keuangan menjadi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah harus dilakukan dikarenakan 

ditakutkan jika masih dipaksakan tetap pada bentuk awalnya maka 

pengelolaan keuangan dan aset daerah akan menjadi tidak efisien dan 

semakin memakan waktu dalam pengelolaannya. 
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Kegiatan proses perubahan organisasi selanjutnya adalah melakukan 

proses organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu yaitu 

diantaranya intervensi dan reorientasi, dimana hal ini digun'akan untuk 

merumuskan masalah dan dimulai dengan membuat para anggota 

organisasi memusatkan perhatiannya pada masalah. Pihak Pihak luar 

sering digunakan dalam melaksanakan hal ini, juga staff internal yang 

mempunyai dan dipandang ahli serta dapat dipercaya sebagai konsultan 

atau pengantar perubahan. 

Selanjutnya Responden 2 yaitu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 

Tatalaksana Kabupaten Karimun mengutarakan, intervensi yang dimaksud 

adalah ·intervensi dari orang orang yang berkompeten dalam .mengambil _ 

langkah cepat dan keputusannya dapat digunakan secara pasti seperti 

kepala daerah, kemudian reorientasi adalah memperbaharui setiap orientasi 

organisasi yang ada agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya menurut 

Responden I yaitu Kepala Bagian Keuangan, dalam proses pelaksanaan : 

perubahan ini hal yang hams dilakukan adalah penemuan dan pengenalan , 

masalah yang ada di organisasi lama agar dapat diperbaiki pada organisasi 

baru, dimana permasalahan yang sekarang sedang terjadi di organisasi 

lama diantaranya adalah : 

a) Terlambatnya pelaksanaan perubahan struktur organisasi Bagian 

Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Karimun sesuat dengan peraturan yang berlaku. 
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Permasalahan ini diakibatkan oleh belum siapnya pemerintah daerah 

melakukan perubahan sesuai dengan tuntunan peraturan yang diacu 

pada waktu itu yaitu Peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang 

perangkat daerah, karena- pemerintah masih berada pada posisi 

keterbatasan anggaran yang ada, sehingga apabila dilakukan 

perubahan organisasi baru aku banyak mengeluarkan anggaran baru 

seperti salah satunya untuk biaya gaji personil yang ada. 

b) Adanya beban kerja yang tidak seimbang didalam struktur organisasi 

lama Bagian Keuangan Kabupaten Karimun. Hal ini terjadi 

dikarenakan masih sedikitnya personil yang dimiliki oleh Bagian 

Keuangan Kabupaten Karimun, sehingga banyaknya peketjaan yang 

menumpuk dan terpaksa dikerjakan oleh personil yang ada, hal ini 

mengakibatkan beban kerja yang semakin berat, dan berakhir dengan . 

strees kerja dan berakhir dengan tidak efektifnya struktur organisasi 

yang ada, untuk mengantisipasi hal ini~ maka penambahali personil 

yang dimiliki adalah satu satunya langkah agar beban kerja yang ada 

tidak berlebih. 

c) Tidak adanya sub pengelolaan aset daerah sebelumnya ketika masih 

berbentuk bagian keuangan. Hal ini berakibat dengan beresikonya aset 

aset yang ada menjadi rusak dan tidak dapat diinventisir, maka dengan 

memiliki sub pengelolaan aset dalam organisasi yang baru, maka 

pengelolaan aset daerah yang ada akan mudah terpantau dan dikelola 

dengan baik. 
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d) Bel urn terlaksananya Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sama dengan pain pertama 

da1am acuan peraturan yang diikuti, namun memang peraturan ini 

masih baru sehingga masih ada penyesuaian di daerah dalam 

pelaksanaannya. 

e) Adanya tumpang tindih wewenang dalam struktur organisasi yang 

akhimya akan berdampak pada tidak efektifuya penyelesaian 

pekerjaan. Tumpang tindih wewenang akan dapat diminimilasir 

dengan jelasnya tupoksi yang telah dibentuk dan dalam pelaksanaanya 

dilakukan dengan efektif. Maka apabila struktur dari organisasi yang 

baru dapat menjamin semua wewenang pekeijaan yang ada, maka hal 

ini dapat dihindari. 

f) Tidak efektifnya melakukan inventaris aset dan mengitung biaya biaya 

terhadap biaya yang dikeluarkan pada bidang aset. Ini dikarenakan 

bahwa masih terpisahnya bagian pengelolaan aset dengan pengelolaan 

keuangan yang ada pada organisasi lama da1am hal ini Bagian . 

Keuangan Kabupaten Karimun, namun setelah dibentuk organisasi , 

baru, maka, akan ada sub bidang pengelolaan aset daerah, sehingga. 

ketika dilakukan proses inventarisasi aset daerah maka akan lebih 

mudah. 

g) Masih berkurangnya personil yang dapat dibutuhkan dalam 

melakukan tugas fungsi sehari hari. Hal ini juga dapat diperbaiki 

dengan merubah struktur organisasi menjadi lebih Iebar sehingga akan 
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memuat personil baru dan tambahan akan mempermudah pekerjaan 

dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. 

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini maka hal hal yang 

dibutuhkan adalah mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian 

mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka 

dalam proses pelaksanaan proses perubahan ini masalah masalah yang ada 

pada organisasi yang lama haruslah segera ditindak lanjuti. 

3) Melibatkan orang orang ketika melakukan perubahan 

organisasi 

Dalam proses yang terjadi dalam perubahan sebuah organisasi 

melibatkan orang orang yang berada disekitar organisasi tersebut sangatlah 

penting, keterlibatan orang orang tersebut dapat berbentuk berbagai cara, 

diantaranya meminta pandangan dari orang orang yang berkompeten 

dalam bidang pengembangan organisasi, selanjutnya · sesuai dengan 

pandangan Responden I yaitu Kepala Bagian Keuangan Kabupaten 

Karimun, melibatkan orang orang yang dapat dilakukan adalah 

memberikan pelatihan yang tepat tentang keorganisasian baru khususnya 

tentang struktur organisasi dan tugas fungsi yang ada di organisasi baru 

tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan pendidikan 

tambahan kepada personil yang akan direkrut menjadi anggota organisasi 

baru, agar ketika bentuk organisasi telah berubah menjadi bentuk baru, 

personil akan gampang beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. 

Dalam tahapan proses dalam perubahan organisasi ini, hal hal yang 

dilakukan diantaranya adalah mengambil tindakan ketika terjadi proses 
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perubahan organisasi, melakukan proses perubahan organisasi yang telah 

direncanakan terlebih dahulu, melibatkan orang orang ketika melakukan 

perubahan organisasi, sehingga setiap permasalahan yang ada pada saat 

organisasi lama akan dibahas dan dicarikan solusinya, dengan melibatkan 

orang orang yang berkompeten dan personil yang berada disekitar 

organisasi yang ada, dan juga menggunakan masukan dari ide ide yang ada 

dan pandangan yang ada untuk membentuk sebuah organisasi baru yang 

bebas dari permasalahan organisasi lama. 

c. Tahapan Membekukan kembali (Refreeze) : 

Tahapan terakhir dari perubahan sebuah organisasi adalah refreeze atau 

membekukan kembali, dimana poin pain yang harus diperhatikan oleh 

·organisasi baru diantaranya 

1) Membuat perubahan yang telah dijalankan menjadi 

permanen. 

Setelah dengan dilakukannya proses perubahan organisasi maka 

langkah pertama yang diambil sehubungan dengan Refreeze atau 

membekukan kembali adalah dengan membuat perubahan yang telah 

dijalankan menjadi permanen, sesuai dengan yang diberitahukan oleh 

Responden 2 yaitu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana 

Kabupaten Karimun bahwasanya, setiap pembentukan sebuah organisasi 

baru maka haruslah ada landasan hukum yang menaunginya sehingga 

kebijakan yang diambil dikemudian hari mengenai organisasi tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan . organisasi· yang hendak 

dijadikan permanen tersebut akan diperkuat dengan peraturan daerah yang 
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mengatur tentangnya, seperti peraturan bupati tentang pembentukan badan 

pengelolaan keuangan daerah, namun proses pengeluaran peraturan bupati 

ini, biasanya akan didiskusikan terlebih dulu dengan perwakilan rakyat di 

dewan perwaj ikan rakyat dan akhimya akan ditetapkan sesuai dengan 

tugas fungsi yang ada. 

Maka sebelum melakukan perubahan sebuah organisasi yang ada di 

tubuh pemerintahan, tugas pemerintith daerah untuk mencari relefansi 

dengan pearturan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintahan pusat, 

sehingga tidak akan muncul permasalithan yang muncul dibelitkang hari 

dikarenakan oleh kurang kuatnya dasar hukum yang mewadahi .peraturan 

tersebut dibentuk. 

2) Membangun cara baru dalam berpikir ketika organisasi baru 

telah selesai dibentuk 

Setelah dengan dibuatnya perubahan organisasi menjadi permanen, 

maka langkah selanjutnya adalah membangun cara cara baru dalam 

berpikir khususnya dalam merighadapi kebilisaan kebiasaan baru dalam 

organisasi, sesuai dengan pandangan Responden I yaitu Kepala Bagian 

Keuangan Kabupaten Karimun yang mana mengatakan bahwa dengan 

mengkomunikasikan kebiasaan kebiasaan baru di organisasi adalah hal 

yang penting, hal ini untuk membentuk pola dan cara berpikir yang baru 

pula, sesuai dengan tantangan dan kebiasaan organisasi, hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan kegiatan kegiatan komunikasi intensif seperti 

family gathering, staff briefing dan lain sebagainya, sehingga dengan 

intensifuya komunikasi yang dibangun antara sesama anggota organisasi, 
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sehiilgga akan lebih mudah untuk membentuk cara baru dalam berpikir 

dan menghadapi kendala kendala yang kemungkinan akan dihadapi 

kedepannya. Kemudian Respon 3 yaitu Anggota Komisi A DPRD 

Kabupaten Karimun mengatakan bahwa, pentingnya untuk berpikir dengan 

pandangan baru dalam berorganisasi, khususnya cara dalam 

berkomunikasi, tidak perlu mengikuti aturan aturan baru, selama 

komunikasi tersebut efektif pasti akan membentuk cara berpikir yang 

efektif pula. Sehingga saluran komunikasi yang ada dapat di manfaatkan 

sebagai media khususnya dalam mengembangankan pola berpikir baru 

antara sesama anggota organisasi. 

3) Reward dari basil perubahan organisasi yang diinginkan 

Hal terakhir yang harus dilakukan dalam perubahan organisasi adalah 

pemberian hadiah atau reward dari hasil perubahan yang telah dicapai, 

tahap ini dianggap penting dikarenakan untuk mempererat hubungan antar 

anggota organisasi. Cara pemberian reward bisa dengan berbagai cara, 

diantaranya memberikan dalam bentuk kebendaan, perilberian tunjangan 

kesejahteraan maupun pemberian kenaikan pangkat hal tersebut sesuai 

dengan yang disebutkan oleh Responden I yaitu Kepala Bagian Keuangan 

. Kabupaten Karimun , pemyataan itu juga sejalan dengan pandangan 

Responden 3 yaitu anggota komisi A DPRD Kabupaten Karimun yang 

mengatakan bahwa reward dapat diberikan dalam bentuk uang, kenaikan 

pangkat dan pemberian medali atatu semacamnya, sehingga diharapkan 

dengan pemberian reward, anggota organisasi dapat merasa memiliki dan 

dimiliki oleh organisasi itu sendiri. 
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Maka dengan melaksanakan semua umtan pelaksanaan perubahan 

organisasi yaitu unfreeze dengim memeriksa status quo, atau memeriksa 

keadaan saat akan dilakukan pembahan, meningkatkan kekuatan 

pendorong dalam melakukan pembahan organisasi, menumnkan risiko 

yang terjadi dan disebabkan oleh yang tidak menyetujui dilakukannya 

. perubahan, kemudian dengan melakukan tahapan Movement atau proses 

mengambil tindakan ketika terjadi proses perubahan organisasi, melakukan 

proses perubahan organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu, 

melibatkan orang orang ketika melakukan . perubahan organisasi, dan 

terakhir melakukan tahapan Refreeze yaitu membuat pembahan yang telah 

dijalankan menjadi permanen, membangun cara baru berpikir ketika 

organisasi baru telah selesai dibentuk, serta pemberian reward dari hasil 

perubahan organisasi yang diinginkan. maka diharapkan perubahan 

organisasi dapat diarahkan dengan benar dan dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dan mencari solusi yang ada. 

Untuk lebih memahami analisa bentuk sebelum dan sesudah proses · 

perubahan organisasi Bagian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan. 

dan Aset Daerah di Kabupaten Karimun, dirangkum pada tabel berikut ini 
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No 

I 

2 

3 

4 

Tabel4.4 

Analisa Perubahan Organisasi Bagian Keuangan Menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabnpaten Karimun 

Organisasi 
Organi~asi Badan Undang Undang atau 

Bagian 
Pengelola 

Peraturan Yang Menjadi Ana lisa 
Keuangan 

Keuangan Dan 
Acuan 

Aset Daerah 
a. Undang Undang 17 Pada struktur organisasi lama Bagian Keuangan telah ada sub Bagian 

Tahun 2003 tentang Anggaran namun ketika menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Keuangan Negara. Daerah ditingkatkan menjadi Bidang dimana hal ini akan mempengaruhi 

Sub Bagian Bidang b. UU 33 tahun 204 jumlah pegawai yang diperkerjakan. 
Anggaran Anggaran ten tang Perimbangan 

Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan 
Daerah. . 

Sub Bagian 
a. UU I Tahun 2004 Pada struktur organisasi lama Bagian Keuangan telah ada sub Bagian 

Perbendaharaa 
Bidang ten tang Perbendaharaan dan Kas Daerah narnun ketika menjadi Badan Pengelola 

n Dan Kas 
Perbendaharaan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah ditingkatkan menjadi Bidang dimana haLini 

Daerah 
Dan Kas Daerah Negara. akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperkerjakan. 

a. PP 58 Tahun 2005 _Pada struktur organisasi lama Bagian Keuangan telah ada sub Bagian 

Sub Bagian 
Bidang tentang Pengelolaan Pembukuan namun ketika menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Pembukuan 
Akuntansi Dan Keuangan Daerah Daerah ditingkatkan menjadi Bidang Akutansi dan Pelaporan dimana hal 

Pelaporan ini akan mempengaruhi jumlah karyawan yang diperkerjakan dan tupoksi 
yang digunakan. 

a. PP 41 Tahun 2007 Pada Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 
tentang Organisasi munculkan Sub Bagian Perencanaan yang berfungsi dan bertugas sebagai 

- Sub Bagian Perangkat Daerah bidang perencanaan keuangan yang akan digunakan pada setiap rancangan 
Perencanaan b. PP 18 Tahun 2016 anggaran. 

tentang Organisasi 
Perangkat Daerah 
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a. UU 32 Tahun 2004 Pada Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 
Sub Bagian tentang Pemerintahan munculkan Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian yang berfungsi dan 

5 - Umum Dan Daerah. bertugas sebagai bidang yang mengurus segala pekerjaan yang berkaitan 
Kepegawaian dengan bidang umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 
a. PP 58 Tahun 2005 Pada Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 

6 - . 
Sub Bagian ten tang Pengelolaan munculkan Sub Bagian Keuangan yang berfungsi dan bertugas sebagai 
Keuangan Keuangan Daerah bidang yang mengurus tentang keuangan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 
a. PP 6 Tahun 2006 Pada Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Bidang 
tentang Pengelolaan dimunculkan Bagian Aset Daerah, yang dahulunya adalah Sub Bagian 

7 - Aset Daerah 
Barang Milik Aset Daerah yang langsung berada pada struktur sekreatariat daerah, yang 
Negara!Daerah berfungsi dan bertugas sebagai bidang pengelolaan aset daerah. sehingga 

dalam pengawasannya menjadi !ebih mudah. 

Sumber: Data yang dwlah taiiUn 2016 

Sehingga setelah memperhatikan tabel diatas dim data data yang diolah, maka dapat di katakan bahwa organisasi Bagian 

Keuangan belum berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun dikarenakan dalam amanah 

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 jumlah badan/dinas dibatasi untuk dibentuk, sementara di Pemerintah Kabupaten 

Karimun ada badan/dinas yang lebih urgensi untuk dibentuk, dan pemerintah daerah menganggap bagian keuangan itu masih mampu 

dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, ditambah lagi dengan adanya faktor kurangnya personil dan anggaran yang 

dibutuhkan. 
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D. Implikasi yang mungkin muncul dari Perubahan Organisasi Bagian 

Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabnpaten Karimnn. 

Paradigma pemerintahan dewasa ini menghendaki bentuk dan struktur 

organisasi yang ramping tetapi bersifat fungsional. Proses perampingan 

. dapat dilakukan dengan restrukturisasi internal dengan menggabungkan 

unit unit atau sub sub unit yang ada dalam sebuah organisasi. Sedangkan 

pengertian fungsional merujuk pada tupoksi sejenis. Apabila pengertian ini 

· dikaitkan dengan fungsi bagian keuangan, sebagai lembaga pengelola 

keuangan daerah, maka dari perspektif manajemen keuangan daerah 

termasuk menjalankan fungsi pengelolaan. Pelaksana fungsi pengelola, 

bisa· saja digabung dengan fungsi pengeluaran dan penerimaan. 

Berikut beberapa implikasi baik yang positif dan negatif dari 

penggabungan dua buah lembaga atau badan khususnya bagian keuangan 

yang digabungkan dengan beberapa bagian lain seperti dinas pendapatan, 

bagian perlengkapan dan aset daerah,yang dikemukakan dari simpulan 

_ dari wawancara dengan Responden 2 yaitu Kepala Bagian Hukum dan 

Organisasi Tatalaksana dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun 

yaitu implikasi negatif: 

1. Pengambilan keputusan terpusat kepada satu orang 

(Kepala/Pimpinan), sementara banyak hal yang harus diselesaikan 

dan diputuskan dengan segera, sehingga terindikasi akan memakan 

waktu yang lama dalam mengambil sebuah keputusan. 
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2. Rentang kendali semakin luas dan Iebar menyebabkan arus 

informasi masuk dan keluar menjadi semakin lam bat. 

3. Pimpinan lembaga dituntut orang yang mempunyai kemampuan 

manajerial yang lebih, mempunyai daya tahan fisik dan emosional 

yang bagus, karena harus menangani bidang tugas yang luas dan 

sangat berat, sering menjadi sorotan publik, termasuk kalangan 

legislatif. 

4. Menggabungkan dua lembaga membawa konsekuensi 

bergabungnya dua kultur yang berbeda. 

5. Berpotensi menimbulkan masalah baru dengan munculnya sekat 

sekat diantara kelompok, apalagi dalam lembaga baru tidak ada 

suasana yang kondusif untuk menciptakan tumbuh dan ' 

berkembangnya budaya baru. 

6. Dampak yang paling nyata dari bergabungnya dua atau lebih 

lembaga menjadi satu adalah pada tatanan individu (pegawai) baik ·. 

secara teoritis maupun empiris telah membuktikan, setiap .. 

restrukturisasi kelembagaan salah penataan pegawai menjadi · 

persoalan yang paling krusial. Pada umumnya, semenjak tersiarnya 

kabar akan ada penggabungan yang disertai penghapusan beberapa 

jabatan struktural maupun fungsional, maka sejak itu pula telah 

teljadi keresahan dikalangan pegawai. persoalannya dapat lebih 

sederhana apabila jumlahnya sedikit, namun persoalan akan 

semakin kompleks apabila jumlahnya cukup ban yak. 
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7. Apabila dinas pendapatan, bagian keuangan, bagian perlengkapan 

dan bagian aset digabung dalam satu kesatuan ketja, maka lembaga 

baru tersebut akan memiliki struktur yang besar dan kompleks dan 

rentang kendali Iebar. Hal ini dikarenakan penerimaan dan fungsi 

pengeluaran/distribusi yang tadinya terpisah digabung menjadi 

satu. sistem pengendaliimnya yang baik seharusnya memisahkan 

fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran, karena apabila kedua 

fungsi tersebut digabungkan, maka lembaga yang menjalankan 

kedua fungsi tersebut akan memiliki wewenang dan kekuasaan 

sangat besar. 

Sedangkan implikasi positifyang ditimbulkan antaranya: 

I. Kemungkinan akan efisiennya pekerjaan akan mudah dicapai 

dengan syarat manajerial organisasi baru dapat dilakukan dengan . 

baik dan efekti£ 

2. Pembukuan keuangan · daerah akan semakin cepat dilakukan 

dikarena pos pos pengeluaran dan pendapatan berada · dalam satu · 

kantor, sehingga akan meminimalisir pengeluaran perjalanan dinas 

atau waktu yang dibutuhkan untuk saling berkomunikasi. 

3. Memungkinkan dilakukannya penghematan biaya opersional 

kantor dikarenakan telah berada pada satu kantor saja. 

Terlepas dari implikasi baik dan buruk dari sebuah perubahan 

organisasi maka, sebaiknya perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh masing masing daerah, sehingga di dalam 
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· perencanaan sebelum dilakukannya perubahan kendala yangakan dihadapi 

kedepannya dapat diketahui dan di evaluasi dari awal. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dengan basil penelitian yang telah dilakukan maka 

penulis akan mengambil kesimpulan yaitu : 

I. Dalam analisa peralihan bentuk organisasi Bagian Keuangan menjadi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah penulis berpedoman 

pada tata cara perubahan organisasi yaitu : 

a. Unfreeze (Mencairkan) 

Memeriksa status quo, atau memeriksa keadaan saat akan 

dilakukan perubahan. Meningkatkan kekuatan pendorong dalam 

melakukan perubahan organisasi. Menurunkan resiko yang terjadi 

dan disebabkan oleh yang tidak menyetujui dilakukannya 

perubahan. 

b. Movement (Tahapan proses) 

Mengambil tindakan ketika terjadi proses perubahan organisasi 

Melakukan proses perubahan organisasi yang Ielah direncanakan 

terlebih dahulu. Melibatkan orang orang ketika melakukan 

perubahan organisasi. 

c. Refreeze (Tahapan Membekukan kembali) 

Membuat perubahan yang Ielah dijalankan menjadi permanen. 

Membangun cara baru berpikir ketika organisasi baru Ielah selesai 

dibentuk. Reward dari basil perubahan organisasi yang 

diinginkan. 
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Kemudian ketika melakukan perubahan organisasi Bagian 

Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hal 

hal lain yang perlu dipertimbangkan hal hal seperti Peraturan yang 

dibutuhkan dalam pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah, Pengorganisasian, yang di dalamnya termasuk tentang 

Organisasi, tujuan, Visi dan misi, Pelembagaan, Tugas pokok dan 

fungsi, Pengorganisasian Pengelola Keuangan Daerah 

,Pengorganisasian Pengelola Barang Milik Daerah, Analisis Beban 

Kerja dan Kebutuhan Personil. 

Dengan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu organisasi Bagian 

Keuangan Belum berubah menjadi Menjadi Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun dikarenakan adanya 

faktor kurangnya personil dan anggaran belanja daerah sehingga baru 

dilakukan perubahan saat ini. 

2. Jmplikasi yang mungkin teijadi ketika terjadinya Peralihan Bentuk 

Organisasi Bagian Keuangan Menjadi Badan Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun adalah : 

a. Pengambilan keputusan terpusat kepada satu orang 

(Kepala!Pimpinan), sementara banyak hal yang harus diselesaikan 

dan diputuskan dengan segera, rentang kendali semakin luas dan 

Iebar, pimpinan lembaga dituntut orang yang mempunyai 

kemampuan manajerial yang lebih, mempunyai daya tahan fisik 

dan emosional yang bagus, karena harus menangani bidang tugas 

yang luas dan sangat berat, sering menjadi sorotan publik, 
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termasuk kalangan legislatif, menggabungkan dua lembaga 

membawa konsekuensi bergabungnya dua kultur yang berbeda, 

berpotensi menimbulkan masalah baru dengan munculnya sekat 

sekat diantara kelompok, dainpak lainnya adalah terlihat pada 

tatanan individu (pegawai) 

b. Apabila dinas pendapatan, bagian keuangan, bagian perlengkapan 

dan bagian aset digabung dalam satu kesatuan kerja, maka lembaga 

baru tersebut akan memiliki struktur yang besar dan kompleks dan 

rentang kendali Iebar. Hal ini dikarenakan penerimaan dan fungsi 

pengeluaran!distribusi yang tadinya terpisah digabung menjadi 

satu. Sistem pengendaliannya yang baik seharusnya memisahkan 

fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran, kareha apabila kedua 

fungsi tersebut digabmlgkan, maka lembaga yang menjalankan 

kedua fungsi tersebut akan memiliki wewenang dan kekuasaan 

sangat besar, kemungkinan akan efisiennya pekerjaan akan mudah 

dicapai dengan syarat manajerial organisasi baru dapat dilakukan 

dengan baik dan efektif, pembukuan keuangan daerah akan 

semakin cepat dilakukan dikarena pos pos pengeluaran dan 

pendapatan berada dalam satu kantor, sehingga akan 

meminimalisir pengeluaran perjalanan dinas atau waktu yang 

dibutuhkan untuk saling berkomunikasi, memungkinkan 

dilakukannya penghematan biaya opersional kantor dikarenakan 

telah berada pada satu kantor saja. 
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B. Saran 

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran yaitu sebagai 

berikut: 

I. Saran penulis yang dapat diperhatikan oleh pemangku kebijakan dalam 

perubahan organisasi bagian keuangan menjadi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah adalah melihat status kenyamanan pegawai 

sehingga pimpinan dapat membuat agenda agenda perubahan atas 

organisasi, kemudian dengan meningkatkan kekuatan pendorong dalam 

melakukan perubahan organisasi seperti memberikan masukan dan 

pengarahan serta penjelasan bahwa dalam pentingnya melakukan 

perubahan organisasi dan kemudian turut serta dalam menurunkan resiko 

yang terjadi dan disebabkan oleh pegawai atau unsur unsur organisasi 

yang tidak menyetujui dilakukannya perubahan. setelah dilakukan 

perubahan, pemangku kebijakan dapat mengupayakan adanya sebuah 

kebijakan tertulis sehingga perubahan yang telah dijalankan menjadi 

permanen, setelah itu membantu pegawai dalam membangun cara baru 

berpikir dalam melakukan pekerjaan sehari hari dan akhirnya 

mengupayakan dan memberikan hadiah dari hasil perubahan organisasi 

yang diinginkan dan telah dicapai baik oleh perseorangan maupun secara 

berkelompok. 

2. Dalam memperkecil implikasi yang mungkin tetjadi ketika terjadinya 

Peralihan Bentuk Organisasi Bagian Keuangan Menjadi Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, maka bagian bagian 

yang akan dibentuk haruslah dapat beketja dengan seharusnya. agar 
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menghindari terjadinya rentang kendali yang terlalu besar yang dilakukan 

oleh seorang kepala saja dan dapat serta menerapkan efesiensi dalam 

bekerja seperti memperpendek rentang kendali, dan merancang tugas 

fungsi dengan lebih sedikit aturan birokrasi agar pelayanan dalam 

penyelenggaraan keuangan dan aset dapat dilakukan dengan baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERALIHAN BENTUK ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN 
MENJADI BAD AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATENKAR~N 

Petunjuk Urn urn Pengisian : 

a. Daftar Pertanyaan ini sebaiknya diisi oleh Infroman atau yang 
mewakilinya 

b. Pertanyaan wawancara yang berupa isian, agar diisi dengan jawaban yang 
singkat, padat danjelas. 

Data Responden : 

Nama 
Umur 
Jabatan 
Alamat 

( .................. ttd ................... ) 

1. PP 18 th 2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah 

a. Bisakah bapak/ibu menjelaskan kegiatan Pembuatan Perencanaan di dalam 

pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Karimun? 

························································································································ 

························································································································ 

························································································································ 

........................................................................................................................ 

························································································································ 

b. Bisakah bapak/ibu menjelaskan kegiatan Penyelenggaraan Keuangan, di 

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Karimun? 
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c. Bisakah bapaklibu menjelaskan mengenai Iembaga kerja bapaklibu 

sekarang apakah telah telah ada pengurusan kepegawaian serta pendidikan 

dan pelatihan, apa s[\ja yang menjadi wewenangnya? 

........................................................................................................................ 

d. Apakah penelitian dan pengembangan pegawai telah termasuk ke dalam 

tupoksi saat ini? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

························································································································ 

........................................................................................................................ 

e. Bagaimana bapak!ibu menjelaskan fungsi penunjang Iainnya sesuai · 

dengan peraturan perundang undangan? 
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2. Teori Perubahan Organaisasi (Forced-field) Kurt Lewin (1997) 

a) Tahapan awal perubahan (Unfreeze) : 

I) Ketika ada rencana untuk melakukan perubahan organisasi, 

apakah ada kegiatan yang berkaitan dengan memeriksa status 

quo, atau memeriksa keadaan saat akan dilakukan perubahan 

organisasi di kantor anda? 

·········································································································· 

·········································································································· 

·········································································································· 

·········································································································· 

.......................................................................................................... 

2) Apakah ada upaya yang bapaklibu lakukan utntuk meningkatkan 

kekuatan pendorong dalam melakukan perubahan organisasi? 

·········································································································· 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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3) Apakah ada upaya dalam menurunkan resiko pada pasukan atau 

sekelompok orang yang menolak untuk dilakukannya perubahan? 

b) Tahapan proses transisi (Movement): 

I) Apakah/ibu mengambil tindakan ketika terjadi proses perubahan 

organisasi? 

2) Apakah bapaklibu melakukan proses perubahan organisasi yang , 

telah direncanakan terlebih dahulu? 

.......................................................................................................... 

·········································································································· 

·········································································································· 

.......................................................................................................... 
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3) Apakah bapak/ibu melibatkan orang orang ketika melakukan 

perubahan organisasi di tempat anda bekerja? 

c) Tahapan keberlanjutan (Refreeze) : 

· I) Apakah bapak/ibu membuat perubahan yang telah dijalankan 

menjadi permanen, apa saja Jangkahnya? 

2) Apakah bapak/ibu mengetaliui kegiatan membangun cara baru 

berpikir ketika organisasi baru telah selesai dibentuk? 

·········································································································· 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

·········································································································· 

.......................................................................................................... 
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3) Apa reward dari hasil perubahan. organisasi yang bapak/ibu 

diinginkan? 
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PEDOMANWAWANCARA 

ANALISIS PERALIHAN BENTUK ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN 
MENJADI BAD AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN KARIMUN 

Petunjuk Umum Pengisian : 

a. Daftar Pertanyaan ini sebaiknya diisi oleh Infroman atau yang 
mewakilinya 

b. Pertanyaan wawancara yang berupa isian, agar diisi dengan jawaban yang 
singkat, padat dan jelas. 

Data Responden : 

Nama : Responden 1 
Umur : 
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karimun 
Alamat: 

a. PP 18th 2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah 

( nama ) 

a. Bisakah bapak!ibu menjelaskan kegiatan Pembuatan Perencanaan di 

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Karimun? 

Dalam menetapkan perencanaan sebenamya sangat sederhana, bagian ' 

keuangan menunggu basil rekapitulasi perencanaan penggunaan dana yang 

telah disetujui oleh perwakilan rakyat, kemudian dana yang telah 

disahkan akan kami masukkan kedalam pos dan penempatannya masing 

masing, namun khusus aset dalam hal ini masih diberikan kepada bagian 

pengelolaan aset daerah, kemudian tata cara pengelolaan keuangan kita 

acu peraturan yang sedang berlaku, seperti itu. 

1 
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b. Bisakah bapaklibu menjelaskan kegiatan Penyelenggaraan Keuangan, 

di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten 

Karimun? 

Proses Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan 

perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan 

kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan 

dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD 

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada 

RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk 

tercapainya tujuan bemegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang 

menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada 

penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah 

Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara 

DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nom or 58 tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab 

IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 

dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPED berpedoman pada Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),. Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan 

Plafon Anggaran Semen tara (PP AS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD 

(RKA-SKPD). 

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, APBD 

disusun dengan menggunakan metoda tradisional atau item line budget. 

Mekanisme penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa 

rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan, namun lebih meniitikberatkan pada kebutuhan untuk 

belanja!pengeluaran. Sasaran (target), keluaran (output) dan hasil 

(outcome) dari kegiatanlprogram yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur 

tidak dapat disajikan dengan baik sehingga esiensi dari pengertian 

anggaran berbasis kinerja (peiformance based budgeting) semakin tidak 

jelas. 

c. Bisakah bapaklibu menjelaskan mengenai lembaga kerja bapaklibu 

sekarang apakah telah telah ada pengurusan kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan, apa saja yang menjadi wewenangnya? 

Kalau di lembaga kerja kita bagian khusus yang menangani 

permasalahan tentang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan masih 

dilakukan langsung ke Badan Kepegawaian daerah, kalau khusus bidang 

didalamnya belum ada. 
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d. Apakah penelitian dan pengembangan pegawai telah termasuk ke 

dalam tnpoksi saat ini? 

Penelitian dan pengembangim pegawai masuk kedalam tupoksi Badan 

Kepegawaian Daerah kalau didalam Bagian Keuangan kita hanya 

mendukung jika ada pegawai yang ingin menambah keahlian dan 

melakukan penelitian. 

e. Bagaimana bapak/ibu menjelaskan fungsi penunjang lainnya sesnai 

dengan peraturan perundang undangan? 

fungsi penunjang lainnya adalah fungsi penunjang atau tugas tugas 

yang · dibebankan oleh sekretariat daerah dalam melakukan sebuah 

kegiatan tambahan. 

2. Teori Perubahan Organaisasi (Forced-field) Kurt Lewin (1997) 

a) Tahapan awal perubahan (Unfreeze) : 

1) Ketika ada rencana untuk melakukan perubahan organisasi, 

apakah ada kegiatan yang berkaitan dengan memeriksa 

status quo, atau memeriksa keadaan saat akan dilakukan 

perubahan organisasi di kantor anda? 

Dalam melakukan perubahan organisasi maka hal pertama 

yang dilakukan adalah melakukan kegiatan status quo organisasi 

yang lama, hal tersebut termasuk kedalamnya memeriksa 

kesiapan organisasi yang akan dirubah struktur organisasinya 

sehingga akan mempengaruhi bagian bagian yang terkandung di 
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dalamnya, kegiatan yang telah diadakan adalah telah 

dilaksanakannya beberapa kali rapat koordinasi baik dengan 

bupati (kepala daerah) maupun dengan bagian dan lembaga lain 

untuk berkoordinasi mengenai hal ini. 

2) Apakah ada upaya yang bapaklibu Jakukan utntuk 

meningkatkan kekuatan pendorong dalam melakukan 

perubahan organisasi? 

Dengan menggabungkan beberapa organisasi sejenis, 

pengelolaan Keuangan Daerah bisa lebih efektif, cepat dan lebih 

terawasi, dikarenakan waktu yang dibutuhkan dalam membuat 

pembukuan lebih cepat dibandingkan dengan organisasi yang 

terpisah pisah. 

3) Apakah ada upaya dalam menurunkan resiko pada pasukan 

atau sekelompok orang yang menolak untuk dilakukannya 

perubahan? 

Perubahan yang dilakukan hanya sebatas diskusi terbatas 

antar divisi yang terlibat saja. 

b) Tahapan proses transisi (Movement) : 

I) Apakah Bapaklibu mengambil tindakan ketika terjadi proses 

perubahan organisasi? 

Dalam tahapan proses ini mengambil tindakan awal 

khususnya ketika terjadinya proses perubahan organisasi, 

tindakan tindakan yang dilakukan adalah melakukan kajian 
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terhadap perubahan organisasi Bagian Keuangan menjadi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kajian meliputi 

merangkum ide ide baru yang berkaitan dengan perubahan 

organisasi, dan juga cara cara baru dalam melaksanakan tugas 

fungsi dibandingkan dengan tatalaksana pekerjaan lama sehingga 

akan memperkaya kajian dalam pelaksanaan organisasi baru, 

kemudian beliau juga berpendapat bahwa perubahan organisasi 

dari Badan Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah sangatlah penting dilakukan dengan segera, 

mengingat kebutuhan akan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

yang semakin efisien dan alasan utamanya adalah selain harus 

melakukan implementasi dari peraturan pemerintahan tentang 

perangkat daerah, dikarenakan juga dikarenakan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Karimun telah bertambah dari tahun ke tahun. 

2) Apakah Bapakllbu melakukan proses perubahan organisasi 

yang telah direncanakan terlebih dahulu? 

Dalam proses pelaksanaan perubahan ini hal yang harus 

dilakukan adalah penemuan dan pengenalan masalah yang ada di 

organisasi lama agar dapat diperbaiki pada organisasi baru, 

dimana permasalahan yang sekarang sedang terjadi di organisasi . 

lama diantaranya adalah : 

i. Terlambatnya pelaksanaan perubahan struktur organisasi 

Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan . 
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Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Permasalahan ini diakibatkan oleh 

belum siapnya pemerintah daerah melakukan perubahan 

sesuai dengan tuntunan peraturan yang diacu pada waktu 

itu yaitu Peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang 

perangkat daerah, karena pemerintah masih berada pada 

posisi keterbatasan anggaran yang ada, sehingga apabila 

dilakukan perubahan organisasi baru aku banyak 

mengeluarkan anggaran baru seperti salah satunya untuk 

biaya gaji personil yang ada. 

ii. Adanya beban ketja yang tidak seimbang didalam struktur 

organisasi lama Bagian Keuangan Kabupaten Karimun. Hal 

ini tetjadi dikarenakan masih sedikitnya personil yang 

dimiliki oleh Bagian Keuangan Kabupaten Karimun, 

sehingga banyaknya pekerjaan yang menumpuk dan 

terpaksa dikerjakan oleh personil yang ada, hal ini 

mengakibatkan beban kerja yang semakin berat, dan 

berakhir dengan strees kerja dan berakhir dengan tidak 

efektifnya struktur organisasi yang ada, untuk 

mengantisipasi hal ini, maka penambahan personil yang 

dimiliki adalah satu satunya langkah agar beban kerja yang 

ada tidak berlebih. 
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iii. Tidak adanya sub pengelolaan aset daerah sebelumnya 

ketika masih berbentuk bagian keuangan. Hal ini berakibat 

dengan beresikonya aset aset yang ada menjadi rusak dan 

tidak dapat diinventisir, maka dengan memiliki sub 

pengelolaan aset dalam organisasi yang baru, maka 

pengelolaan aset daerah yang ada akan mudah terpantau dan 

dikelola dengan baik. 

iv. Belum terlaksananya Peraturan Pemerintah no 18 tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sama 

dengan poin pertama dalam acuan peraturan yang diikuti, . 

namun memang peraturan ini masih baru sehingga masih · 

ada penyesuaian di daerah dalam pelaksanaannya. 

v. Adanya tumpang tindih wewenang dalam struktur ·: 

organisasi yang akhimya akan berdampak pada tidak . 

efektifnya penyelesaian pekerjaan. Tum pang tindih .. 

wewenang akan dapat diminimilasir dengan jelasnya 

tupoksi yang telah dibentuk dan dalam pelaksanaanya · 

dilakukan dengan efektif. Maka apabila struktur dari 

organisasi yang baru dapat menjamin semua wewenang 

pekerjaan yang ada, maka hal ini dapat dihindari. 

vi. Tidak efektifnya melakukan inventaris aset dan mengitung. 

biaya biaya terhadap biaya yang dikeluarkan pada bidang 

aset. Ini dikarenakan bahwa masih terpisahnya bagian 
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pengelolaan aset dengan pengelolaan keuangan yang ada 

pada organisasi lama dalam hal ini Bagian Keuangan 

Kabupaten Karimun, namun setelah dibentuk organisasi 

baru, maka, akan ada sub bidang pengelolaan aset daerah, 

sehingga ketika dilakukan proses inventarisasi aset daerah 

maka akan lebih mudah. 

vii. Masih berkurangnya personil yang dapat dibutuhkan dalam 

melakukan tugas fungsi sehari hari. Hal ini juga dapat 

diperbaiki dengan merubah struktur organisasi menjadi 

lebih Iebar sehingga akan memuat personil baru dan 

tambahan akan mempermudah pekerjaan dan membutuhkan 

waktu yang relatif singkat. 

3) Apakah Bapak!Ibu melibatkan orang orang ketika 

melakukan perubahan organisasi di tern pat anda bekerja? 

Melibatkan orang orang yang dapat dilakukan adalah . 

memberikan pelatihan yang tepat tentang keorganisasian baru 

khususnya tentang struktur organisasi dan tugas fungsi yang ada · 

di organisasi baru tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu 

memberikan pendidikan tambahan kepada personil yang akan 

direkrut menjadi anggota organisasi baru, agar ketika bentuk 

organisasi telah berubah menjadi bentuk baru, personil akan 

gam pang beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. 

9 
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c) Tahapan keberlanjntan (Refreeze) : 

· 1) Apakah Bapakllbn membnat pernbahan yang telah 

dijalankan menjadi permanen, apa saja langkahnya? 

Dalam membuat sebnah perubahan menjadi permanen itn 

jalan yang panjang saya rasa, dikarenakan harus diadakan rapat 

rapat koordinasi dengan pihak pihak yang terlibat dengan 

kebijakan yang dibuat tersebut, namun arab dari setiap perubahan 

pasti memang untuk dibuat menjadi permanen. 

2) Apakah Bapakllbn mengetahni kegiatan membangnn cara 

barn berpikir ketika organisasi barn telah selesai dibentuk? 

Dengan mengkomunikasikan kebiasaan kebiasaan baru di 

organisasi adalah hal yang penting, hal ini untuk membentuk pola 

dan cara berpikir yang baru pula, sesnai dengan tantangan dan 

kebiasaan organisasi, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

kegiatan kegiatan komunikasi intensif seperti family gathering, 

staff briefing dan lain sebagainya, sehingga dengan intensifnya 

komunikasi yang dibangun antara Besama anggota organisasi, 

sehingga akan lebih mudah untuk membentuk cara barn dalam 

berpikir dan menghadapi kendala kendala yang kemungkinan 

akan dihadapi kedepannya. 

3) Apa reward dari basil pernbahan organisasi yang bapak/ibn 

diinginkan? 

10 
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'· 

Cara pemberian reward bisa dengan berbagai cara, 

diantaranya memberikan dalam bentuk kebendaan, pemberian 

tunjangan kesejahteraan maupun pemberian kenaikan pangkat. 
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Pertanyaan 

1. Unfreeze (Mencairkan) 
a. Memeriksa status quo, 
atau memeriksa keadaan 
saat akan dilakukan 
perubahan. 

b.Meningkatkan 
pendorong 
melakukan 
organisasi. 

kekuatan 
dalam 

perubahan 

Transkrip Wawancara 

Key In forman 1 (Kepala 
Bagian Keuangan) 

Telah dilaksanakannya 
beberapa kali rapat koordinasi 
baik dengan bupati (kepala 
daerah) maupun dengan bagian 
dan lembaga lain untuk 
berkoordinasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
bisa lebih efektif, cepat dan 
lebih terawasi, dikarenakan 
waktu yang dibutuhkan dalam 
membuat pembukuan lebih 
cepat dibandingkan dengan 
organisasi yang terpisah pisah. 

Key Infoman 2 (Kepala 
Bagian Hukum Dan 

Organisasi Tatalaksana 
Kabu_11_aten Karimun 

Dalam pembentukan sebuah 
organisasi baru dalam sebuah 
pemerintahan maka harus 
diperlukan kajian mengenai 
struktur yang akan digunakan, 
seberapa besar struktur yang 
digunakan melingkupi 
beberapa bagian dan fungsi 
tugasnya, hal tersebut juga 
harus melihat seberapa besar 
sumber daya yang akan 
digunakan baik itu personil, 
teknologi, bangunan, peralatan 
dan perlengkapan pendukung 

Dalam melakukan perubahan 
organisasi Bagian Keuangan 
menjadi Badan Pengelola 
Keuangan maka harus ada 
faktor pendorong diantaranya 
kebutuhan akan organisasi 
yang baru dalam pengelolaan 
keuangan daerah dikarenakan 

Key Informan 3 (Anggota 
Dprd Kabupaten Karimun 

Komisi A Yang Membidangi 
Hukum~ 

pembahasan di tingkat dewan 
perwakilan daerah apakah hal 
tersebut telah bisa dilaksanakan 
perubahannya, kemudian 
membahas tentang anggaran 
yang akan terpakai dalam 
pembentukan sebuah organisasi 
daerah tertentu, dikarenakan 
dalam pembentukan sebuah 
organisasi tersebut akan 
membebani keuangan daerah 
seperti biaya gaj i pegawai 
operasional dan pengadaan 
peralatan dan kantor baru, 
sehingga diperlukan 
pembahasan terlebih dahulu 
Pendorong yang dalam 
perubahan organisasi yang 
diberikan diantaranya 
keinginan untuk Pemerintah 
Kabupaten Karimun semakin 
profesional dalam memberikan 
pelayanan khususnya dalam 
pengelolaan keuangan di 
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c. Menurunkan resiko yang 
terjadi dan disebabkan oleh 
yang tidak menyetujui 
dilakukannya perubahan. 

sudah semakin meningkatnya pemerintahannya, salah 
pendapat asli daerah yang satunya dengan 
harus dikelola, kemudian faktor menggabungkan organisasi 
lain adalah kewajiban membuat sejenis yang bisa digabungkan 
sebuah organisasi lebih efisien seperti Bidang Aset, Bidang 
dalam melaksanakan tugas Perlengkapan dan Bidang 
tugas sehingga organisasi baru Keuangan menjadi sebuah 
yang dibentuk harus sesuai organisasi baru, kemudian 
dengan kebutuhan struktur dengan menggabungkan 
organisasi induk. Hal lain yang beberapa organisasi sejenis 
menjadi faktor pendorong 
adalah kewaj iban untuk 
mengikuti peraturan terbaru 
mengenai tata aturan, 

Dapat dilakukan ketika adanya Cara yang bisa diambil adalah Untuk mengurangi resiko 
kegiatan Musrembang atau dengan mengadakan rapat rapat lainnya perencanaan haruslah 
Rakerda, sehingga kegiatan konsolidasi dengan pihak pihak matang dilaksanakan, diskusi 
dari memeriksa keadaan status terkait sebagai langkah utama antar. pemangku jabatan harus 
quo, atau memeriksa keadaan dalam melakukan perencanaan, sering dilakukan, atau 
saat akan dilakukan perubahan, setelah itu memberikan setidaknya dilakukan berkala 
meningkatkan · kekuatan pemahaman kepada lembaga agar tidak menimbulkan 
pendorong dalam melakukan yang terkait dengan perubahan tumpang tindih dalam 
perubahan organisasi dan organisasi tersebut, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan 
menurunkan resiko yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi peraturan yang telah 
dan disebabkan oleh yang tidak tersebut juga menerangkan ditetapkan, sehingga resiko 
menyetujui dilakukannya tentang langkah langkah yang miskomunikasi dalam 
perubahan dapat dilakukan akan diambil, personil yang pembentukan organisasi baru 
sekaligus dalam memberikan akan dilibatkan hingga bisa dihindarkan sesuai dengan 
sosialisasi akan perubahan anggaran yang akan digunakan pandangan. 
organisasi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan perubahan 
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2. Movement (Tahapan 
proses} 

a. Mengambil tindakan 
ketika terjadi proses 
perubahan organisasi 

lebih mudah, dikarenakan 
banyak lembaga dan unsur 
masyarakat yang hadir dalam 
setiap kegiatan Musrembang 
atau Rakerda tersebut. 

Bahwa dalam tahapan proses 
ini mengambil tindakan awal 
khususnya ketika terjadinya 
proses perubahan organisasi, 
tindakan tindakan yang 
dilakukan adalah melakukan 
kaj ian terhadap perubahan 
organisasi Bagian Keuangan 
menjadi Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah, 
kajian meliputi merangkum ide 
ide baru yang berkaitan dengan 
perubahan organisasi, dan juga 
cara cara baru dalam 

tersebut. Namun dalam 
menghindarkan resiko kitajuga 
harus paham, bahwa organisasi 
yang bersifat urn urn pasti harus 
mengedepankan kepentingan 
orang banyak, sehingga dalam 
pembentukan organisasi baru 
tersebut harus lah memasukkan 
pandangan pandangan dari 
setiap anggota yang terlibat 
didalamnya, termasuk 
kedalamnya susunan struktur 
yang dibuat baru haruslah 
mencerminkan kepentingan 
masyarakat dan organisasi 
yang terlibat didalamnya 
Kemudian dalam pelaksanaan 
perubahan organisasi ini 
tindakan selanjutnya yang 
harus dilakukan adalah 
merangkum setiap peraturan 
acuan yang akan digunakan 
sehingga ketika pelaksaanaan 
perubahan telah dilakukan 
tidak ada peraturan yang 
terlewatkan dan bisa menjamin 
proses perubahan berjalan 
dengan lancar. Selanjutnya 
jangan melewatkan masukan 
masukan yang berkaitan 

Dimana dalam pembentukan 
sebuah organisasi baru sangat 
penting memperhatikan 
masukan dari lembaga lain. dan 
apabila telah sudah waktunya 
untuk dirubah, maka organisasi 
harus dapat berubah dan 
beradaptasi dengan keadaan, 
seperti perubahan organisasi 
Bagian Keuangan meiljadi 
Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah adalah harus 
dilakukan dikarenakan 
ditakutkan jika masih 
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b. Melakukan proses 
perubahan organisasi yang 
telah direncanakan terlebih 
dahulu. 

melaksanakan tugas fungsi dengan proses yang 
dibandingkan dengan diambil. 
tatalaksana pekerjaan lama 
sehingga akan memperkaya 
kaj ian dalam pelaksanaan 
organisasi baru, kemudian 
beliau juga berpendapat bahwa 
perubahan organisasi dari 
Badan Keuangan menjadi 
Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah sangatlah 
penting dilakukan dengan 
segera, mengingat ke bu tu han 
akan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah yang semakin 
efisien · dan alasan utamanya 
adalah selain harus melakukan 
implementasi dari peraturan 
pemerintahan tentang 
perangkat daerah, dikarenakan 
juga dikarenakan pendapatan 
asli daerah Kabupaten Karimun 
telah bertambah dari tahun ke 
tahun. 

akan dipaksakan tetap pada bentuk 
awalnya maka pengelolaan 
keuangan dan aset daerah akan 
menjadi tidak efisien dan 
semakin memakan waktu 
dalam pengelolaannya. 

Dalam proses pelaksanaan Mengambil tindakan ketika Sebagusnya dalam proses 
perubahan ini hal yang harus terjadi proses perubahan perubahan sebuah organisasi 
dilakukan adalah penemuan organisasi, melakukan proses memang direncanakan terlebih 
dan pengenalan masalah yang perubahan organisasi yang dahulu agar dapat diukur 
ada di organisasi lama agar telah direncanakan terlebih tindakan apa yang akan diambil 
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dapat diperbaiki pada 
organisasi baru, dimana 
permasalahan yang sekarang 
sedang terjadi di organisasi 
lama diantaranya ada!a:h : 
I) Terlambatnya pelaksanaan 

perubahan struktur 
organisasi Bagian 
Keuangan menjadi Badan 
Pengelola Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten 
Karimun sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

2) Adanya beban kerja yang 
tidak seimbang didalam 
struktur organisasi lama 
Bagian Keuangan 
Kabupaten Karimun. 

3) Tidak adanya sub 
pengelolaan aset daera:h 
sebelumnya ketika masih 
berbentuk bagian 
keuangan. 

4) Belum terlaksananya 
Peraturan Pemerintah no 
18 tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat 
Daerah. 

5) Adanya tumpang tindih 
wewenang dalam struktur 

dahulu, melibatkan orang orang 
ketika melakukan perubahan 
organisasi, sehingga setiap 
permasalahan yang ada pada 
saat · organisasi lama akan 
dibahas dan dicarikan 
solusinya, dengan melibatkan 
orang orang yang berkompeten 
dan personil yang berada 
disekitar organisasi yang ada, 
dan juga menggunakan 
masukan dari ide ide yang ada 
dan pandangan yang ada untuk 
membentuk sebuah organisasi 
baru yang bebas dari 
permasalahan organisasi lama. 

kedepannya. 
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~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Melibatkan orang orang 
ketika melakukan perubahan 
organisasi 

organisasi yang akhirnya 
akan berdarnpak pacta 
tidak efektifnya 
penyelesaian pekerjaan. 

6) Tidak efektifnya 
rnelakukan inventaris aset 
dan rnengitung biaya 
biaya terhadap biaya yang 
dikeluarkan pacta bidang 
a set. 

7) Masih berkurangnya 
personil yang dapat 
dibutuhkan dalarn 
rnelakukan tugas fungsi 
sehari hari. 

Melibatkan orang orang yang 
dapat dilakukan seperti 
memberikan pelatihan yang 
tepat tentang keorganisasian 
baru khususnya tentang 
struktur organisasi dan tugas 
fungsi yang ada di organisasi 
baru tersebut. Hal lain yang 
dapat dilakukan yaitu 
mernberikan pendidikan 
tambahan kepada personil yang 
akan di rekrut rnenjadi anggota 
organisasi baru, agar ketika 
bentuk organisasi telah berubah 

. 

Karyawan kita adalah orang 
orang yang wajib dilibatkan 
terlebih dahulu, jangan melihat 
pada orang orang diluar 
organisasi, namun sedapat 
mungkin kita menggali ide ide 
dan rnasukan yang diberikan 
oleh karyawan atau masyarakat 
dalarn membuat sebuah 
perubahan, 
perubahan 
personil. 

dikarenakan setiap 
pasti melibatkan 

. 

Ya dalam melakukan 
perubahan organisasi bisa saja 
tidak melibatkan orang orang 
yang ada didalamnya, tapi 
rnemang sebaiknya dilibatkan 
agar kemauan dan masukan 
akan dapat dilaksanakan 
dengan baik kedepannya. 
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3. Tahapan Membekukan 
kern bali (Refreeze): 

a. Membuat perubahan 
yang telah dijalankan 
menjadi permanen. 

menjadi bentuk baru, personil 
akan gam pang beradaptasi 
dengan lingkungan kerja yang 
baru. 

Dalam membuat sebuah Setiap pembentukan sebuah Ada kebijakan 1\ebijakan yang 
kebijakan menjadi permanen organisasi baru maka haruslah harus ditetapkan menjadi 
tentu bukan perjalanan yang ada landasan hukum yang peraturan, itu adalah salah satu 
sebentar, dimana akan ada menaunginya sehingga pekerjaan kami disini, sehingga 
proses yang dilewati dan harus kebijakan yang diambil kebiajakn yang baik akan 
dilakukan agar kebijakan yang dikemudian hari mengenai mendapat pengakuan dan 
diambil ada landasan hukum organisasi tersebut dapat dilandasi hukum ketika 
dalam pelaksanaannya. dipertanggung jawabkan. dilaksanakan. yang pasti 

Perubahan organisasi yang nantinyajadi bersifat mengikat. 
hendak dijadikan permanen 
tersebut akan di perkuat dengan 
peraturan daerah yang 
mengatur tentang nya, seperti 
peraturan bupati tentang 
pernbentukan badan 
pengelolaan keuangan daerah, 
namun proses pengeluaran 
peraturan bupati ini , biasanya 
akan didiskusikan terlebih dulu 
dengan perwakilan rakyat di 
dewan perwaj ikan rakyat dan 
akhirnya akan ditetapkan 
sesuai dengan tugas fungsi 
yang ada. 
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b. Membangun cara baru 
berpikir ketika 
organisasi baru telah 
selesai dibentuk 

c. Reward dari hasil 
perubahan organisasi 
yang diinginkan 

---------------- --

Bahwa dengan berkomunikasi Dalam membangun cara baru 
mengenai kebiasaan kebiasaan dalam berpikir ya dimulai 
baru di organisasi adalah hal dengan atasan yang merubah 
yang penting, hal ini untuk cara pandanganya. sehingga 
membentuk pola dan cara dapat diconioh oleh 
berpikir yang baru pula, sesuai bawahannya. 
dengan tantangan dan 
kebiasaan organisasi, hal ini 
dapat dilakukan dengan 
melakukan kegiatan kegiatan 
komunikasi intensif seperti 
family gathering, staff briefing 
dan lain sebagainya, sehingga 
dengan intensifuya komunikasi 
yang dibangun antara sesama 
anggota organisasi, sehingga 
akan lebih mudah untuk 
membentuk cara baru dalam 
berpikir dan menghadapi 
kendala kendala yang 
kemungkinan akan dihadapi 
kedepannya 
Cara pemberian reward bisa Reward dalam hal ini bisa saja 
dengan berbagai cara, insentif, penghargaan dan hal 
diantaranya memberikan dalam hal lain yang bersifat 
bentuk kebendaan, pemberian penghargaan kepada yang 
tunjangan kesejahteraan sudah berprestasi. 
maupun pemberian kenaikan 
pangkat 

Pentingnya untuk berpikir 
dengan pandangan baru dalam 
berorganisasi, khususnya cara 
dalam berkomunikasi, tidak 
perlu mengikuti aturan aturan 
baru, selama komunikasi 
tersebut efektif pasti akan 
membentuk cara berpikir yang 
efektif pula. Sehingga saluran 
komunikasi yang ada dapat di 
manfaatkan sebagai media 
khususnya dalam 
mengembangankan pola 
berpikir baru antara sesama 
anggota organisasi. 

Reward dapat diberikan dalam 
bentuk uang, kenaikan pangkat 
dan pemberian medali atatu 
semacamnya, sehingga 
diharapkan dengan pemberian 
reward, anggota organisasi 
dapat merasa memiliki dan 
dimiliki oleh organisasi itu 

--- ______________________________________ _j 
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Implikasi yang mungkin 
muncul dari Perubahan 
Organisasi Bagian Keuangan 
menjadi B&dan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karimun. 

Kemungkinan besar ada 
beberapa implikasi yang akan 
muncul seperti pekerjaan sehari 
hari menjadi tidak tertata 
dengan rapi karena beratnya 
beban kerja, kurang nya 
personil, dan gak efektifuya 
pekerjaan. 

Pengambilan keputusan 
terpusat kepada satu orang, 
rentang kendali semakin lmis 
dan Iebar, Pimpinan lembaga 
dituntut orang yang 
mempunyai kemampuan 
manajerial yang lebih, 
mempunyai daya tahan fisik 
dan emosional yang bagus, 
Menggabungkan dua lembaga 
membawa konsekuensi 
bergabungnya dua kultur yang 
berbeda. Berpotensi 
menimbulkan masalah baru 
dengan munculnya sekat sekat 
diantara kelompok, dampak 
yang paling nyata dari 
bergabungnya dua atau lebih 
lembaga menjadi satu adalah 
pada tatanan individu 
(pegawai). apabila dinas 
pendapatan, bagian keuangan, 
bagian perlengkapan dan 
bagian aset digabung dalam 
satu kesatuan kerja, maka 
lembaga baru tersebut akan 
memiliki struktur yang besar 
dan kompleks dan rentang 

sendiri. 

Implikasi yang paling terasa 
mungkintidak terkelolanya 
dengan baik keuangan dan aset 
d&erah yang akan berdampak 
kedinas dinas lainya. 
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kendali Iebar. 
Sedangkan implikasi positif 

yang ditimbulkan antaranya : 
Kemungkinan akan efisiennya 
pekerjaan· akan mudah dicapai 
dengan syarat manajerial 
organisasi baru dapat dilakukan 
dengan baik dan efektif, 
pembukuan keuangan daerah 
akan semakin cepat dilakukan 
dikarena · pos pos pengeluaran 
dan pendapatan berada dalam 
satu kantor, Memungkinkan 
dilakukannya penghematan 
biaya opersional kantor 
dikarenakan telah berada pada 
satu kantor saja. 
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